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PEMERINTAH masih menung-
gu undangan dari DPR untuk
membahas Rancangan Un-
dang-Undang Tindak Pidana
Kekerasan Seksual (RUU TPKS).
Sehelum rapat paripurna me-
masuki masa reses DPR, pe-
merintah telah menyelesaikan
dan menyerahkan kembali
daftar inventarisasi masa-
lah (DIM) kepada DPR untuk
pembahasan lebih lanjut. “Saat
ini kami sedang menunggu
undangan pembahasan lebih
lanjutdari DPR RI," kata Menteri
Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak (PPPA) Bin-
tang Puspayoga dalam webinar
di Jakarta, kemarin.

Pengesahan RUU TPKS sa-
ngat penting untuk melindungi
perempuan dan anak dari
kekerasan seksual. Bintang
pun menegaskan pengesahan
RUUTPKS tidak dapat ditunda
lagi karena secara dasar pe-
nyusunan, RUU tersebut telah
memenuhi syarat filosofis,
sosiologis, dan yuridis.

Pihaknya juga berharap
RUU itu nantinya bukan hanya
menjadi dokumen semata. “Ke
depan, marilah kita bersama-
sama mermperkuat komitmen
dalam mengawal RUU TPKS
ini sampai disahkan, diimple-
mentasikan, dan dikeluarkan
aturan-aturan turunannya,”
ujar Bintang.

Depuri Bidang Perlindungan
Hak Perempuan Kemente-
rian PPPA Rama Susianawati
menilai salah satu penyebab
kejahatan seksual terus terjadi
inlah karena belum adanya
payung hukum yang kom-
prehensif. Payung hukum itu
harus hersifat khusus untuk
menangani masalah kekeras-
an seksual dan beperspekrif
korban untuk mendapatkan
hak atas keadilan, hak atas
kebenaran, dan hak atas pe-
mulihan,

RUU TPKS ada untuk men-
jawah kekosongan hukum ter-
kait masalah kekerasan seksual
dan membawa perspekrifserta
semangal baru dalam membe-
rikan perlindungan pada kor-
ban kekerasan seksual. “RUL
TPKS tidak sekadar membawa
semangat menghukum pelaku,
tapi juga bertujuan untuk men-
cegah danmenghentikan terja-
dinya kekerasan seksual yang
di dalamnya termasuk pe-
merkosaan, prakiik pelacuran
secara paksa, perbudakan, dan
penyiksaan seksual di dalam
rumah tangga, di tempat kerja,
dan di ruang publik,” kata
Ratna dalam keterangannya,
kemarin.

Semula, RUU TPKS diusul-
kan untuk mulai dibahas ken-
dati DPR tengah reses, Na-
mun, pimpinan DPR belum
mengizinkannya. Alasannya,
Badan Musyawarah (Bamus)
DPR belum menunjuk alat ke-
lengkapan dewan (AKD) yang
membahas RUU TPKS. (Ant/
lam/P-2)




